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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
 

NOMOR  2 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN   KETIGA  ATAS   PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI       
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KABUPATEN  KOTAWARINGIN TIMUR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur telah ditetapkan dengan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 

2008; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan, beban kerja dan sebagai upaya 

mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 
pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur. 

  
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820.); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor  89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
537); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 
Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 501);  
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor  6  
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  
Tahun 2008 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten kotawaringin Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2008 Nomor 19); sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 1); dan 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATENKOTAWARINGIN TIMUR 

Dan 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

TIMUR. 
 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 

Nomor 19) diubah sebagai berikut:  

 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 
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(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 6 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 
1. Sekretaris Daerah. 

 

2. Asisten Sekretaris Daerah. 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 
 

3. Bagian : 

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 
b. Bagian Hukum; 
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 

d. Bagian Administrasi Perekonomian  dan Sumber Daya 
Alam; 

e. Bagian Administrasi Pembangunan; 
f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 
g. Bagian Layanan Pengadaan; 

h. Bagian Organisasi; 
i. Bagian Keuangan; dan 
j. Bagian Umum. 

 

4. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

 
 

3. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 9 
 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam;  

2. Bagian Administrasi Pembangunan;  
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan 

4. Bagian Layanan Pengadaan. 
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4. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 10 

 

(1) Bagian Administrasi Perekonomian  dan Sumber Daya 

Alam terdiri dari : 
a. Sub Bagian Keserasian Pengembangan Ekonomi 

Daerah dan Potensi Daerah; 
b. Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Ekonomi; dan 

c. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup. 

(2) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program dan Administrasi Pembangunan; 
b. Sub Bagian Pengendalian, Analisa dan Pengkajian 

Pembangunan; dan 
c. Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi 

Pembangunan. 

(3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : 
a. Sub Bagian Pemberitaan dan Protokol; 
b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi. 

(4) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari : 
a. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi; dan 

b. Sub Bagian Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah. 
 
 

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 
 

Pasal 22 

  
Pelaksanaan  penataan  organisasi  Sekretariat  Daerah dan 
Sekretariat  DPRD   termasuk    pengisian  personil   berdasarkan   

Peraturan   Daerah    ini    dilakukan    paling   lambat   tanggal  
1 Juni 2014. 

 
 

6. Diantara Pasal 24 dengan Pasal  25 disisipkan satu Pasal, 

yaitu Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal 24A 
 

Pada saat ketentuan ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
 

Pasal II 

 

Peraturan lebih lanjut  mengenai  tugas pokok dan fungsi secara 

rinci lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diatur 

lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal III 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 

 
 

 

  Ditetapkan di Sampit 

  pada tanggal  25  Pebruari  2014. 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

           ttd 

 
            SUPIAN HADI 

 

 Diundangkan di Sampit 

 pada tanggal   26    Pebruari  2014. 
 

              SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

 

                                  ttd 

 

 

                     PUTU SUDARSANA 

 

 
 

     LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 2 

 

 

..
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